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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyak warga binaan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 11B Blitar yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT) dalam Pemilu tahun 2019. Hanya warga binaan yang sudah penah memilih
dan warga binaan yang memiliki e-KTP yang dapat menyalurkan hak pilihnya.

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana hak pilih warga binaan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il B Blitar pada Pemilu tahun 2019, 2)Bagaimana
hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il B Blitar pada Pemilu tahun
2019 dalam perspektif hukum positif, 3) Bagaimana hak pilih warga binaan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas Il B Blitar pada Pemilu tahun 2019 dalam perspektif fikih
siyasah?

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis
penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam (indepti interview), observasi,
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, dan
pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Hak pilih warga binaan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB tidak tersampaikan secara optimal. Dari 496
warga binaan Lembaga Pemasyarakatan hanya 224 orang saja yang dapat
menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2019. 2) Petugas atau aparat yang ada
di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1IB Blitar dan KPU Kota Blitar telah
mengabaikan bahkan melanggar hak-hak warga binaan. Hal ini tidak sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta telah mengabaikan Pasal
43 Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. 3) Memilih pemimpin itu
hukumnya wajib, karena memilih bukan sekedar hak saja, karena Allah menyuruh
orang-orang mukmin untuk taat kepada pemimpin dan diwajibkan untuk mengakat
seorang pemimpin. Dengan ikut berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya
pada Pemilu tahun 2019, maka warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B
Blitar telah melakukan suatu bentuk ketaatan kepada Allah dan ulil amri (pemimpin).
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The background of this research is caused by a lot of prisoner at Penitentiary
1B Blitar who does not registered in elector list for election 2019. The registered
electors are prisoner who have been participated before and they who have electronic
identity card.

The focuses of this study are: 1) How are the Suffrage of Detainee at
Penitentiary 1B Blitar for Election 2019, 2) How are the suffrage of Detainee at
Penitentiary 1B Blitar for Election 2019 in the point of positif law, 3) How are the
suffrage of Detainee at Penitentiary I1B Blitar for Election 2019 in the point of Figih
Siyasah.

The methods used in this study are qualitative research and field research. The
technic of collecting data used in this research are deep interview, observation, and
documentation. The technic of analyzing data uses qualitative analysis, and checking
the validity of the data.

The research shows that 1) the suffrage of detainees IIB are not used
optimally. Of the 496 Penitentiaries fostered, only 224 people were able to distribute
their voting rights in the 2019 Elections. 2) The officers at penitentiary 11B and KPU
Blitar have avoided or outrage the right of detainees in the prison. This is not in
accordance with Law Number 7 of 2017 concerning Elections and has disregarded
Article 43 of Law Number 1999 concerning Human Rights and Law Number 12 of
1995 concerning Corrections. 3) Voting for governor is a must because voting is not
only a right, because God has ordered the believers to obey to their government and
they have to choose a leader. By participating in exercising their right to vote in the
2019 Election, the Blitar Class 1IB Correctional Institution-assisted residents have
carried out a form of obedience to God and ulil amri (leader).
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